BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan bahwa :

1. Pengadilan Negeri Medan melalui  jajarannya memiliki peran hal
meningkatkan kinerja juga pelayanan publik dimulai dengan melakukan
saling berkoordinasi antara para pegawai.Yang di mana melalui peraturan
nomor 25 2009 tentang publik dan juga berdasarkan keputusan ketua
Mahkamah Agung Nomor:1-144/KMA/SK/1/2011 atas peralihan dari
Keputusan Mahkamah agung nomor: 144/KMA/VI11/2007 tentang
pelayanan informasi di pengadilan. maka dengan ini Pengadilan Negeri
Medan mengambil tindakan agar dapat membuat pelayanan yang ada di
PN Medan sebaik mungkin terciptanya visi misi Pengadilan Negeri Medan
dan juga untuk mencegah dari maladministrasi.Dan juga apabila
masyarakat menemukan beberapa ada kejanggalan terhadap pelayanan
publik di PN Medan maka masyarakat bisa hubungi kritik dan saran
website Pengadilan Negeri Medan.Dalam meningkatkan pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas publik, Pengadilan Negeri Medan Kelas | A
Khusus telah melakukan inovasi seperti ruang sidang online untuk
masyarakat yang penyandang disabilitas, Aplikasi Si- Gesit, Aplikasi e-

monev perkara dan e-brochure informasi pelayanan Pengadilan Negeri
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Medan yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan
informasi produk pelayanan Pengadilan Negeri Medan.

2. Efektivitas Efektifitas Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undangan
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus.lalah Hadirnya Undang-Undang No. 25 Tahun
2009 pasal 1 ayat (1) Tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan yang terbaik terhadap hubungan antara masyarakat
dan penyelenggara dalam pelayanan publik.hal ini bertujuan yang dimana

di atur di dalam Pasal 2 diantaranya:

a. Terwujudnya dari batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang

baik;

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Analisis Figh Siyasah Terhadap Peran Pengadilan Negeri Medan Kelas I-

A Khusus dalam Meningkatkan Pelayanan Publik dipandang dalam dua
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figh siyasah yaitu siyasah syar’iyah dan siyasah dusturiyah.Meningkatkan
pelayanan publik merupakan tujuan agar terciptanya kemaslahatan dalam
masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
Tentang pelayanan Publik.Hal tersebut sama dengan tujuan siyasah
syar’iyah yaitu membawa kemaslahatan untuk rakyat serta menghindari
kemudharatan.Siyasah  syar’iyah artinya ketentuan kebijaksanaan
pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan
analisis dari siyasah dusturiyah bahwa meningkatkan pelayanan publik
merupakan hal yang perlu diterapkan karena untuk kemaslahatan
masyarakat dan menghilangkan bahaya bagi orang lain. Karena siyasah
dusturiyah yaitu membahas tentang perundang-undangan negara. Oleh

sebab itu dalam hal ini masuk kedalam tinjauan figh siyasah.

B. saran

1. Kepada Pihak Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk lebih
meningkatkan pelayanan publik demi kenyamanan masyarakat.

2. Kepada masyarakat yang hendak datang ke PN Medan apabila
menemukan beberapa kekurangan dari pelayanan publik bisa membuat
aduan di wesite yang tertera dan juga dapat memberikan masukan demi
terciptanya pengadilan yang mempunyai pelayanan publik yang prima.

3. Adanya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berbagai bentuk
kegiatan bimbingan atau pendidikan, pelatihan kepribadian dan

kepemimpinan pada Pengadilan Negeri Medan.



